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A. Latar Belakang Masalah 
Realitas hukum di Indonesia, termasuk hukum waris berada dalam kutub “pluralitas 
hukum”1.  Pluralitas hukum tidak dimaknai dalam arti sempit, dimana sistem hukum yang 
satu berbeda dengan sistem hukum yang lain. 2 Pluralitas hukum adalah suatu realitas 
hukum, dimana suatu sistem hukum dengan kerangka filsafatnya, menawarkan pola 
tersendiri kepada masyarakat. Masyarakat dapat menilai dan mempertimbangkankan 
kerangka filsafat suatu sistem hukum yang cocok dan memenuhi rasa keadilan.Hukum 
pada dasarnya adalah sarana dan perangkat untuk menemukan dan memberikan rasa 
keadilan kepada masyarakat.3 
Hukum waris di Indonesia bergumul dalam realitas pluralitas hukum. Hukum waris 
Islam, Hukum Waris BW, Hukum Waris Adat. Secara normatif, sub-sistem hukum ini 
saling mempengaruhi terhadap praktik kewarisan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. 
Ketiga sub-sistem hukum kewarisan telah bekerja dan memberikan tawaran-tawaran etis 
terhadap sejumlah problema hukum kewarisan mulai dari konsep waris, alasan mewarisi, 
ahli waris, bagian-bagian ahli waris, dan cara pembagian serta pola penyelesaian sengketa 
waris.   
Ketiga sub-sistem hukum kewarisan di atas berkaitan dengan sistem hukum dari 
sistem hukum Islam, sistem hukum Barat dan sistem hukum Adat.4 Pada satu sisi, ketiga 
sistem hukum ini memiliki landasan yang berbeda satu sama lain, namun pada sisi lain, 
ketiga sistem hukum ini juga memiliki kesamaan-kesamaan. Studi mendalam terhadap 
landasan ketiga sistem hukum ini sangat diperlukan, sehingga mampu menghadirkan 
kerangka yang tepat bagi pembentukan hukum kewarisan nasional. 
Harus diakui bahwa struktur ketiga sistem hukum tersebut memang berbeda. 
Perbedaan ini sangat wajar terjadi, karena sistem hukum dari hukum Islam, hukum adat, 
dan hukum Barat dibangun dari realitas masyarakat yang berbeda satu sama lain. Sistem 
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hukum ini menjadi bagian substantif dari hukum kewarisan Islam, hukum kewar isan adat 
dan hukum kewarisan Barat. 
Hukum kewarisan Islam dibangun atas landasan doktrin ajaran al-Qur’an dan 
Sunnah.5Ajaran hukum kewarisan Islam memiliki landasan normatif dalam sejumlah ayat 
al-Qur’an dan Sunnah Nabi SAW.6 Meskipun demikian, harus pula dicermati sejarah 
lahirnya ajaran hukum kewarisan yang tidak pernah lepas dari struktur masyarakat Arab, 
tradisi dan kebiasaan masyarakat Arab ketika itu. Stuktur masyarakat Arab yang bersuku-
suku (qaba-il) ikut mewarnai kontruksi hukum kewarisan Islam. Masyarakat Arab dikenal 
sebagai masyarakat yang menempatkan suku sebagai instituisi penting sebagai pelindung 
dan lambang kehormatan.7 Suku adalah perekat antar individu yang amat sulit dipisahkan, 
bahkan anggota suku rela berkorban nyawa untuk membela kepentingan sukunya. 
Keterikatan Individu terhadap suku, didasarkan pada garis keturunan dan hubungan darah. 
Kontruksi sistem hukum kewarisan Barat, tentu agak berbeda dengan hukum 
kewarisan Islam. Hal ini didasarkan pada kehidupan masyarakat Barat yang menganut 
paham individualistik. Dalam masyarakat Barat, setiap individu memiliki kebebasan dan 
kemerdekaan, sehingga setiap hak milik bersifat “mutlak-individual”. Keberadaan hak 
milik yang dimiliki seseorang semata-mata ditunjukkan pada kepentingan individual dan 
tidak ada ruang bagi kepentingan sosial.8 Oleh karenanya, dalam hukum kewarisan di 
Barat, seseorang cucu yang ayahnya meninggal dunia terlebih dahulu, berhak mendapat 
harta warisan dari kakeknya,karena cucu memiliki hak secara hukum menempati  posisi 
ayahnya untuk mendapatkan harta warisan dari kakek. Tidak ada alasan bagi masyarakat 
Barat, tidak memberikan hak kepada cucu yang ayahnya atau ibunya meninggal dunia 
terlebih dahulu, karena itu sangat tidak rasional dan menutup hak milik individual sang 
cucu. 9 
Dalam masyarakat Adat di Indonesia, sistem hukum yang mendasari hukum 
kewarisannya adalah komunalitas dan tanggung jawab bersama. Masyarakat adat hidup 
bersama dan nilai-nilai komunalitas dan nilai kebersamaan menjadi nilai esensial dari 
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kehidupan masyarakat adat. Dalam kehidupan masyarakat adat, peran tokoh-tokoh adat 
dan nilai-nilai luhur yang dianut menjadi pertimbangan penting dalam hukum kewarisan 
adat. Hukum kewarisan pada suatu komunitas masyarakat adat, berbeda dengan hukum 
kewarisan masyarakat adat yang lain. 10 
Hukum dan praktik kewarisan suatu masyarakat adat sangat tergantung pada sistem 
kekerabatan yang dianut. Dalam masyarakat yang menganut kekerabtan Patrrilineal, maka 
dominasi peran tanggung jawab pihak laki-laki lebih dominan dibandingkan dengan 
perempuan dalam proses kewarisan, sedangkan dalam masyarakat yang menganut sistem 
kekerabatan matrilineal, maka dominasi dan tanggung jawab pihak perempuan terasa lebih 
dominan dalam menjaga keutuhan keluarga dan tanggung jawab terhadap ahli waris yang 
ditinggal oleh pewaris.11 Sedangkan masyarakat yang menganut sistem kekerabatan 
bilateral atau parental, maka peran dan dominasi pihak laki-laki dan perempuan dalam 
proses kewarisan memiliki kesetaraan dan keseimbangan. Oleh karenanya tanggung jawab 
keluarga serta ahli waris yang ditinggalkan pewaris berada pada pundak kedua belah 
pihak.12 
Tanggung jawab bersama dalam menjaga keutuhan keluarga yang dianut oleh 
masyarakat adat telah mendasari mereka, untuk menggunakan institusi pergantan ahli 
waris dalam proses kewarisan. Dalam masyarakat adat, seorang cucu akan mendapatkan 
hak waris dari kakeknya yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu. Pemberian 
hak kepada cucu ini didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan cucu merupakan 
tanggung jawab bersama dari keluarga.13 
Pola pikir yang dianut hukum kewarisan Islam, hukum kewarisan adat, hukum 
hukum kewarisan Barat dapat menjadi ladasan untuk melihat dan menganlisis lebih jauh 
kerangka filsafat yang digunakan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memberikan 
jalan  keluar terhadap persoalan praktik pergantian tempat ahli waris. Kompilasi Hukum 
Islam (KHI) telah menawarkan suatu terobosan hukum baru yang memadukan prinsip 
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hukum kewarisan Islam dan kewarisan adat, dengan melahirkan sejumlah pasal-pasal 
pergantian tempat ahli waris.14 
Pasal 185 KHI adalah pergumulan nilai-nilai normatif hukum kewarian Islam 
dengan praktik masyarakat adat. Dalam penerapannya pasal-pasal ini masih memunculkan 
problematika, sehingga beberapa substansi pasal ini memerlukan kajian dan reinterpretasi 
ulang. Kajian ini amat perlu dilakukan, guna menempatkan lembaga (institusi) pergantian 
tempat ahli waris, sebagai instiusi kewarisan yang mampu mewujudkan keadilan, sosial 
empati, tanggung jawab bersama dan tidak ada pihak yang terdhalimi, dengan tetap 
memegang teguh nilai-nilai al-Qur’an dan al-Hadits.15 
Penulis mencoba menggali penerapan pasal 185 KHI sebagaimana terurai dalam 
Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 028/Pdt.G/2014/PA/PRA. Dalam putusan ini 
berisi tentang ahli waris pengganti, hakim memberikan hak waris kepada cucu sperempuan 
sebagai ahli waris pengganti dari anak perempuan yang telah meninggal terlebih dahulu, 
yang menurut Hukum Islam Klasik tidak mendapatkan hak.  Yang dalam faktanya putusan 
yang dimaksud lebih mengutamakan ketentuan Nas Alquran dan Alhadist dibanding 
dengan pengaruh budaya adat Sasak mesipun suku Sasak adalah identik dengan fanatik 
Islamnya. Penataam hukum waris di kalangan suku Sasak ternyata berbeda pemberian 
bagiannya antara ahli waris laki-laki dengan bagian ahli waris perempuan. Suku Sasak 
adalah suku yang secara geografis hidup di pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat dan secara 
budaya terikat dengan adat dan kebudayaan Sasak, siapapun dan dimanapun mereka 
berada. Dahulu kala, NTB mencakup Bali, Lombok, dan pulau Sumbawa. 
Dalam sistem kekeluargaan suku Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat, dikenal 
istilah Sekurenan atau Kurenan dan Sorohan. Sekurenan berarti keluarga inti mereka yang 
terdiri dari bapak, seorang atau lebih ibu dengan beberapa anak. Adapun Sorohan adalah 
istilah orang Sasak untuk menyebut keluarga luas mereka. 
Menurut orang Sasak, keluarga akan lahir bilamana terjadi perkawinan antara 
seorang laki-laki dan seorang perempuan, baik dari hubungan keluarga (misan) ataupun 
dari pihak yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan. Bila perkawinan yang sesuai 
dengan adat Sasak selesai dilaksanakan (berarti yang tidak sesuai adat dianggap tidak sah), 
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ketika mereka memiliki anak, maka anak tersebut adalah anak dari bapak dan ibunya dan 
oleh karena itu anak tersebut mempunyai hubungan kekeluargaan baik dari pihak ibu 
maupun dari pihak bapak.16 
Masyarakat Suku Sasak tunduk pada tiga sistem hukum : Hukum Adat, Hukum 
Islam yang bersumber kepada Qu’ran dan Hadist, serta hukum negara yang bersumber pada 
putusan hakim Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah 
Agung.17 
Berdasarkan Hukum Adat, wanita Sasak tidak mempunyai hak untuk mewaris harta 
orang tuanya. Ini adalah konsekwensi dari masyarakat Patriachat, yaitu masyarakat yang 
menarik garis keturunan menurut garis kebapaan atau pihak laki-laki.18 
Menurut Hukum Adat di dusun ini wanita tidak menerima warisan dari orang 
tuanya yang telah meninggal dunia. Perkawinan antar keluarga, misalnya, antar saudara 
misan atau saudara sepupu menjadi kebiasaan untuk mempertahankan garis 
keturunan.Wanita di dusun ini, harus kawin dengan lelaki di dusun tersebut atau dengan 
lakilaki yang keturunan bangsawan. Bila ia kawin dengan laki-laki luar dusun yang bukan 
keturunan bangsawan, wanita itu harus keluar dari dusun tersebut. Pada dasarnya 
masyarakat Sasak menganut sistem patrilineal, bahwa garis keturunan ditarik dari pihak 
laki-laki atau bapak. Anak perempuan dianggap keluar dari keluarganya dan pindah 
menjadi keluarga suaminya, karena ia mengikuti suaminya setelah mereka kawin. Jika 
wanita Desa Rensing Suku Sasak menikah, ia tinggal pada keluarga suaminya. Untuk itu 
ia boleh membawa barang-barang perhiasan dari emas atau perak berbentuk cincin 
dijarinya, giwang atau anting-anting, kalung di lehernya dan gelang yang dipakai pada 
tangannya. Ia tidak akan mendapatkan tanah atau rumah. Tanah dan rumah hanya untuk 
anak laki-laki.19 
Terdapat kesenjangan hukum antara praktik suku Sasak yang identik dengan 
fanatisne Islam dengan penerapan pembagian ahli warisnya, hal ini tidak sejalan seratus 
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persen dengan dogtrin hukum  Islam, mengingat wanita pada umumnya tidak memperoleh 
bagian waris dari benda tetap/ tidak bergerak sedangkan laki-laki justru mendapatkan 
benda tetap. 
Maka timbul permasalahan pada Putusan tersebut, mengapa Putusan dari 
Pengadilan Agama Praya tersebut tidak sejalan dengan adat warisan masyarakat Suku 
Sasak yang menganut Patrilineal yaitu pada anak perempuan hanya mendapatkan emas 
setelah anak perempuan tersebut menikah.  
Oleh karena itu hal itulah yang menjadi latar belakang tujuan penulis mengadakan 
penelitian. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menulis tesis ini dengan 
judul : PEMBERIAN HARTA WARISAN AHLI WARIS PENGGANTI (CUCU 
PEREMPUAN) DARI ANAK PEREMPUAN PADA MASYARAKAT MUSLIM 
SASAK MENURUT HUKUM WARIS ISLAM (STUDI TENTANG AHLI WARIS 
PENGGANTI DI DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PRAYA NOMOR 
0286/Pdt.G/2014/PA/PRA). 
 
